KEPUTUSAN WALI NAGARI koo ANAU TAPAN
NOMOR ¢7... TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN KE
PALA KA
NAGARI KOTO ANAU TM%UNG

WALI NAGARI KOTO ANAU TAPAN,

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64
Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pcmcﬁntah Nagari, sehingga perlu dilakukan perubahan susunan
dan struktur Perangkat Nagari Koto Anau Tapan;

b. bahwa, »‘\un't'lik . kelancaran . pelaksanaan Penyelenggaraan
Pemerlntahan, Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan
serta Pembcrdayaan Masyarakat Nagari, maka perlu mengangkat

Kepala Sck31 Pelayanan dan Kesejahteraan Nagari Koto Anau

Tapan;
Ly

bahwa berdasarkan pertmbanoan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf 'b di atas, maka perlu ditetapkan dengan

keputusan Wah Nagari Koto Anau Tapan;

Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
ingkungan Daerah Propinsi

1. Undang
Daerah Otonom Kabupaten Dalam L
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957

(Lembaran Negara Republik Indonesia
Undang—Undang NomOr 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara

Republik lndonesw. Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan

Tahun 1957 Nomor 77) jo



Lembaran N
cgara Repub)jy Indonegiq Nomor 164

2. Undang- 3);

undang Nom
Or 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

i Pusat dan Pemerintah Daerah
Negara Nomor 443g);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201

Negara Tahun 2014 Nomor 7, T4
Nomor 5495);

4 tentang Desa (Lembaran

mbahan Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemcrmtahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesm Nomor 5679)

5. Peraturan Pemcrmtah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang—Unda.ng Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Ncgara chubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Ncgara Repubhk Indonesia Nomor 5539)
sebagalmana telah dlubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Repubhk Indones1a Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 57 17);

6. Peranuan Menteri Dalam Ncgcrl Nomor 111 Tahun 2014 tentang

Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomOr 84 Tahun 2015 tentang
(+

Susunan Orgamsam dan Tata Kel]a Pemerintahan Desa;
us !

8. Peraturan Menteri Dalam Neg
Pernhahan Atas Peraturan

eri Nomor 67 Tahun 2017 tentang

Menteri Dalam Negeri Nomor 83



gikan

Tahun 2015
n
Perangkat Desa; Pengangkatan dan Pemberhentian

9. Peraturan Menterj Dalam

Neger{
Pengelolaan Keuanggy, Desa"ge” Nomor 20 Tahun 2018 tentang

11. Peraturan Daergh Kabulﬁaten
2016 tentang Nagarj: |

12.

h ,""i"‘;aSé,bégai Kepala Kampung Pasar

pam; yaitu: |
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cbagaimana dimaksud Diktim Pertama

' ¢'Péﬁghaéﬂan Tetap dan Tunjangan Lainnya
T ber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Anau Tapan; e
i, _maka Képutusan Wali Nagari Koto



Nagari Koto Anau Tapan dinyatakan tidak berlaku lagi;

. Keputusan ini mula berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

d“AT dikemudian hari terdapat kekeliriun dalam penetapan ini akan
diperbaiki kembali schagaimana mestinya.
Ditetapkan di Koto Anau Tapan
Pada Tanggal 02 Januari 20 19
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